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PERATURAN BUPATi ACEH BESAR
I{OMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PONGGUNAAN DANA DESA DAI,AM
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2OT9

BIS MI LLAHIRRAHMANiRRAHI M
ATA.S RAHhIAT ALLAH YANG MAT{A KUASA

BUPATI ACEH BESAR.

Menimbang r a. bahwa b,erdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2OL9,
periu menyusun Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan
Dana Desa Da.lam Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2O19;
bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana
di.raksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupaii Aceh Besar tentang Pedoman Teknis Prioritas
Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2Ot9.
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Ta.mbaharr L,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor tO92);
Undang-Undang l'lomor 2B Tahun L999 tentang
Penyelen"ggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
.Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik inConesia Ta.hun 1999 Nomor 75, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistirnewaan Provinsi Daerah Istinrerva
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7999
Xt{omor 172, Tambahan Lemlraran Negara Republik
nndonesia Nomor 3893);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2AA4 tentang
PerbenCaharaan Negara (Lembaran Negara. Repubiik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A06 tentang
Pemerintahan Aceh {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6$l;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201,4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik
Indonesia Nomor 5a95);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 lVomor 244, Tambahan Lemba::an
Negara Repubiik Irrdonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Unclang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daer:ah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A15 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O:.4 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana telah
diubah dengan Peratu:an Pemerintah Norrror 47 Tah.un
2015 tentang Perubatran atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang lVomor 6 Tahun 2074 tentang Desa
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan l,embaran Negara Repubiik Indonesia
Nomnr 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari .Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AH Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telahr diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 'fahun 2Ot4
tenta.ng Dana Desa Yang Bersurnber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia 'Iah'un 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);

l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Repubiik indonesia Tahun 20 18 Nomor 6 1 1);f
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11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan 'Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1e3fl;

12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2OA9

tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2OO9 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11).

IV{EMUTUSKAN:

Mene'fapkan 
;BI*HH.?yi^T''ti,:t,1XXf tril1^X?"i"?"^yi,il
KABUPA'i'EN ACEH BESAR TAHUN ANGGARA}I 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Besar adalah tragian dari daerah Provinsi

Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang
cliberi kewenangan khusus untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
rnasyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik In,lqnssi. Tahun 1945, yang dipimpin
oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri
atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang
rnemiliki batas'wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kcpentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masl,arakat, hak asal usul,
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistern Pernerintahan Negara Kesatuan Republik
indonesia.

4. I)ana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Garr.pong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
clan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
rnembiayai penyeienggaraan pernerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
Pemtrerdayaan masyarakat. ft V
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Pemerintah Gampong a.dalah Keuchik dan Perangkat

Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Gampong.
Tuha Peut adalah lembaga Permusyawaratan Gampong

yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan

fungsi pengawasan terhadap pemerintah gampong'

;h-rm1ah Gampong adaLah jumlah Gampong yang

clitetapkan oleh Menteri Daiam Negeri.

Anggaran Perrciapatan dan Belanja Gampong, yang

selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan GamPong.

BAB II
TUJUAN DAN PRiNSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan
untuk:
a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana

C.

Desa;
memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan

Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Gampong yang dibiayai Dana Desa;

menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggara.an

Keweriangan Hak Asa.l Usul dan Kern'enangan Lokal

Elerskala Gampong yang dibiayai oleh Dana Desa; dan

r,nembiayai pelaksanaan prograrn dan kegiatan berskala
lokal Garnpong bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Cianrpong, Pembangltnan Gampong, Pembinaan

Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan

IVlasyarakat Gampong.

Pasal 3

prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-
prinsip sebagai berikut:
a. X.eadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan

seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
b. K.ebutuhan Prioritas yaitu mendahuh-rkan kepentingan

Gampong yang iebih rnendesak, lebih dibutuhkan dan
berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian
besar masyarakat Gampong;

c. Terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana
Desa pada 3 (tiga) sampaj dengan 5 (lima) jenis kegiatan
sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional,
provinsi, kabupaten dan Gampong, dan tidak dilakukan
praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata; (4 
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Kewenangan Gampong yaitu mengutamakan kewenangan
hak asal usul dan kewenangan iokai berskala Gampong;
Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan
peran serta mas)/arakat Gampong; dan
Swakelola yaitu mengutamakan kemandirian Gampong
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong

J/ang clibiayai Dana Desa.

BAB iII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal
Garnpong bidang penyelenggaraan pemerintahan
Gampong, pelaksanaan pembangunan G.ampong,
pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan
rnasyarakat Gampong serta penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak Gampong;
Ftioritas Penggunaan I)ana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Cikrarapkan dapat memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa
peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan
dan penangguiangan kemiskinan serta peningkatan
pelayanan publik di tingkat Gampong.

Bagian Keclua
I3idang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasai 5

(1) Penggunaan Dana Desa untuk bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong meliputi:
a. Belanja Operasional Kantor Keuchik;
b. Belanja Perencanaan Gampong;
c. Eelanja Honorarium Tirn Pelaksana Ang5laran

Gampong;
d. Belanja Penyelenggaraan Pilciksung bagi Gampong

yang melaksanakan Pemiiihan Keuchik; dan
e. Belanja Pembangunan Kantor Keuchik.

(2) Belanja Operasional Kantor Keuchik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. belanja alat tulis kantor;
b. belanja peq'alanan dinas;

(1)

(2)

c" belanja makanan dan minuman; dan
d. Belanja cetak dan penggandaan.f
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Belanja Perencanaan Gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a, belanja perencanaan penyusunan RKPG; dan
b. belanja penyusuilan A.PBG.

Belanja Honorarium Tim Pelaksana Anggaran Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. honor pengguna anggaran Rp. 500.000,-/bulan;
b. honor koordinator Rp. 400.000,-/bulan;
c. honor pelaksana kegiatan Rp. 300.000,- lorang/bulan;
d. honor bendahara. Rp. 300.000,-/bulan.
Belanja Penyelenggaraan Pilciksung bagi Gampong yang
melaksanakan pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. honor panitia pemilihan nrinimal 5 (lima) orang selama

3 (tiga) bulan sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
b. uang saku pelaksana pada hari pencoblosan sebesar

Rp.50.004,-f otang;
c. biaya alat tulis kantor peiakszrnaan pilciksung;
d. biaya penggandaan kertas suara dan undangan; dan
(). biaya makan dan minum rapat-rapat dan panitia hari

pencoblosan.
(5) Belanja Pembangirnarr Kantor Keuchik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memenuhi syarat
sebagai berikut :

a. belum memiliki Kantor Keuchik;
b. memiiiki tanah/lahan untuk membangun;
c. harus memiliki rekomendasi dari Camat; dan
d. harga maksimal gedung Rp. 180.000.000,- (seratus

delapan puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
)3idang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 6

( 1 ) {Jntuk meningkal-kan kcsejahteraarr masyarakat Gampong
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan
untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan
Gampong, meliputi :

EL. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman,
transportasi, energi, serta informasi dan komunikasi;

b. pembangunan, pengembarrgan, dan pemeliharaan
intrastruktur atau sara.na dan pr.asarana usaha
pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi
pertanian berskala produktif yang difokuskan pada
produk unggulan Gampong;- 

,V
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c. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana dan prasararla kesehatan masyarakat;

d. penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan
mresyarakat gampong seperti operasional posyandu,
Poskes Gampong, dan kegiatan kesehatan lainnya;

e. kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil
(stunting) seperti pemberian makanan tambahan dan
laln-lain;

f, pembangunan, pengembang€Ln, dan pemeiiharaan
sar:ana dan prasarana pendidikan, sosial dan
kebudayaan;

g, penyelenggaraan pendidikan dasar skala Gampong
seperti operasional PAUD Gampong, insentif Guru
PAUD, Operasional TPA, dan Insentif Guru TPA;

h. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi
pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana produksi dan distribusi; dan/atau

i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana energi terbaru serta kegiatan pelestarian
lingkungan hidup.

(2) Pemerintah Garnp,:ng bersarna dengan Tuha Peut
Gampong dapat mengembangkan prioritas sebagaimana
dimaksuri pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak
Asal lJsul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang
ditetapkan dalam Qarrun Gampong.

(3) Pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak
pada perluasan skala ekonotni dan investasi gampong,
tr:rmasuk prakarsa Gampong dalam membuka lapangan
kerja, padat teknologi tepat guna.

(a) Pembangunan infrastruktur yang sifatnya konstruksi
dapat dianggarkan biaya pembuatan desain dan Rencana
Anggaran Biaya per kegiatan dengan rincian sebagai
berikut :

a. konstruksi yang sifatnya sangat sederhana (rehap
ringan, plat beton, gorong-gorong, dan drainase)
dianggarkan maksimal sebesar I?p. 500.000,- (lima
ra.tus ribu rupiah);

b. konstruksi yang sifatnya sederhana ( rehap sedang,
jalan rabat beton, dan irigasi) dianggarkan maksimai
sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah); dan

c. konstruksi J/ang sifatrrya rumit (gedung, jembatan,
embung, dan toko) dianggarkan maksimal sebesar
Rp. 3.0O0.000,- (tiga.juta rupiah).f k

\
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Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 7

(1) Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan
bldang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong,
diaiokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan
meningkatkan k;eatifitas warga atall masyarakat
gampong dalam pengembangan diri, peningkatan
partisipasi kelompok mas5,4rakat dan gampong.
Pengernbangan kreatifitas warga atau masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pela-tihan kuliner, pengembangan makanan lokal, dan
lomba memasak.
Penyediaan Belanja Operasional Pembinaan PKK
Gampong sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu
rupiah) pertahun.
Pengernbangan sarana dan prasarana serta pembinaan
kesenian dan kebudayaan tingkat gampong.
Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan
kepemudaan dan olahraga tingkat gampong.
Penyelenggaraan dan Pembinaan Tim Gala Desa tingkat
Gampong dan pengirirnan atlet ke tingkat Kecamatan.
Peningkatan ketentraman, ketertiban utrnum, dan
perlindungan masyarakat. diln

(B) Pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong lainnya.

Bagian Ke1ima
Bidang Pemberderyaan Masyarakat Gampong

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dialokasikan untlll<
mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas
warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan
wira.usaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala
ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan
gampong, antara lain:
a. peningkatan kapasitas aparatur Gampong dalam rangka

tnenunjang Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
Gampong;

b. peningkatan kapasitas aparatur Gampong daiam rangka
inenunjang pengelolaan administrasi keuangan
Gampong;

c" peningkatan kapasitas Tuha Peut Gampong;
d. peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

(41

(si

(6)

17J

Gampong; n
v
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e. peningkatan kapasitas Kelompok Masyarakat;
f. pengembangan sektor kelautan dan perikanan, sektor

pertanian dan perkebunan dan sektor ekonomi dan
perdagangan;

g. peningkatan investasi e}:onomi gampong mela'lui

pengada.an, pengembangan atau bantuan alat-alat
produksi, pefrrodalan, dan peningkatan kapasitas melalui
pelatihan dan pemagangan;

h. pelaksanaan pelatihan pemanfaatan limbah pertanian
menjadi pakan ternak, pelatihan pengolahan pakan ikan,
pengolahan pupuk organik dan lain sebagainya;

i. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan

sumber daya aiam dan peningkatan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif;

j. peningkatan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan
oleh BUMG atau BUMG Bersama, maupun oleh kelompok
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya;

k. pemberian bimbingan teknis pening)ratan kapasitas
untuk program dan kegiatan ketahanan pangan

Gampong;
1. pengembangan kerja sama antar Gampong dan kerja

sama Gampong dengan pihak ketiga; dan
m. pengoordinasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan

praralegerl dan bantuan hukum masyarakat Gampong,

terraasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Gampong (KPMG) dan pengembangan kapasitas Ruang

Elelajar Masyarakat di Gampong.

Bagian Keenam
Publikasi

Pasal 9

Priorilas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
d.alam Pasal + wajib dipublikasikan oleh Pemerintah
Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik
yang dapat diakses masyarakat Gampong.
Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditakukan secara swakelola dan partisipatif
dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.
Dalam hal Gampong tioak mempublikasikan penggunaan
Dana Desa di ruang prrblik sebagairnana dimaksud pada

ayat (1), Bupati akan memberikan sanksi administrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und?K"p

(1)

(2\

(3)
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BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai
dengan prosedur perencanaan pembangunan Gampong

Srang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Gampong.
Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat
(U terdiri dari kewenangan Gampong berdasarkan hak
asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Peneta-pan prioritas penggunaaJr Dana Desa dilaksanakan
dalam penyusunan RKPG.

Pasal I 1

Penetapan prioritas penggunaarr Dana Desa diiaksanakan
secara terpadur dengan perencanaan pembangunan
nasional, provinsi, dan kabupaten.
Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai
prioritas kegiatan, anggaran dan beianja Gampong wajib
dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.
I-Iasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKPG.
Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa
yang telah ditetapkan dalam RKPG wajib dipedomani
dalam penyusunan APBG yang dituangkan dalam
Rancangan Qanun Gampong tentang APBG.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan
prioritas Dana Desa.
Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa
r;ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan
I<epada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana
climaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Aceh
Besar menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada

(1)

(2)

(3)

(4)

Gampong yang dibantu oleh tenaga
profesional.

g

#
penr dampin
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Hasil pemantauan da1 e.ualuasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2\ dilakukan penilaian oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan
disampaikan xepaCa Bupati dan Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia. metalui sistem pelaporan sesuai
Cenga.n ketentuan peraturan perlrndang-undangan.
Camat meiakukan tugas pembinaan dan penga\'vasan

clalarn penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melaiui
fasilitasi penyusunan perencanaa.n pembangunan
partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat
Gampong.

BAB VI

PEI,APORAN

Pasal 13

(1) Keuchik menyampaikan laporan penetal>an prioritas
penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q. Camat.

(2) Penyampaian Laporarr sebagaimana dimaksud pada ayat
(i) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan seteiah APBG
ditetapkan.

BAB VIi
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi
pcnetapan priorita.s penggunaan Dana Desa yang akunta.bel
dan transparan dengan cara:
a. menyanpaikan pengaduan masalah penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa; dan
b. melakukan pendamp:.ngan kepada Garnpong dalam

menetapkan prioritas penggunaarl Dana Desa sesuai
ketentuan peratura.n perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 15

Garnpong yang melakukan penyusunan perencanaan
pembangunan gampong tidak sesuai dengan pedoman teknis
penggunaan Dana Desa dikenakan sanksi sesuai dengan
pera.turan perundang-undangan berupa;
a teguran tertulis; rian
b. penundaan penyaluran dana desa.f

(s)
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BAB IX

KETENTLI/.N PENIJTUP

Pasal 16i

Peraturan Bupati
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agan setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengarr penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 9 November 2018 M

.[ Rabiul Awal l44A H

Diundangkan di Kote. Jantho
pada tanggal 9_IStyembCL 2018 M

1 Rabiul Avral A4A H
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